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KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

MEDIAS! DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

SALINAN l 

a. bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi 

merupakan salah satu prasyarat terwujudnya 

penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan 

berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan 

akses terhadap keadilan; 

b. bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan 

akses yang lebih besar kepada para pihak dalam 

memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang 

memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung · telah 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 

mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan; 

c. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi 

komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah 

menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di 
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pengadilan yang mendorong perlunya implementasi 

mediasi secara elektronik; 

d. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur 

secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara 

elektronik di pengadilan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang 

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik; 

1. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad 

Tahun 1847 Nomor 52); 

2. Reglement Tot Regeling Van Hei Rechtswezen In De 

Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 

1927 Nomor 227); 

.3. Het Herziene lndonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 

1941 Nomor 44); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 77, Tam::iahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah. 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Nomor 5079); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5078); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahu::i 1997 tentang Peradilan 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3713); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahu:i. 2020 Nomor 916); 

14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 '.'lomor 175); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEDIAS! DI 

PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 1n1 yang dimaksud 

dengan: 

1. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya 

disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
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kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator 

yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

2. Mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki 

sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu 

para pihak dalam proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui 

Mediasi Elektronik. 

3. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang 

bersengketa dan membawa sengketa mereka ke 

pengadilan untuk memperoleh penyelesaian melalui 

Mediasi Elektronik. 

4. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait 

administrasi Mediasi Elektronik yang diterima, disimpan, 

dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan. 

5. Domisili Elektronik adalah domisili Para Pihak berupa 

alamat surat elektronik yang telah diverifikasi. 

6. Administrasi Mediasi Elektronik adalah serangkaian 

proses penerimaan, 

pemberitahuan, resume 

dan/ a tau pengelolaan 

penyampaian panggilan/ 

perkara dari Para Pihak, 

doku:nen mediasi dengan 

menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing

masing lingkungan peradilan. 

7. Infrastruktur Elektronik adalah semua perangkat keras, 

perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang 

utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi 

data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat 

integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Mediasi 

Elektronik. 

8. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer 

dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas 

atau fungsi Layanan Mediasi Elektronik. 

9. Ruang Virtual Mediasi Elektron:k adalah aplikasi yang 

menyediakan layanan pertemuan secara daring untuk 

menyelenggarakan kegiatan mediasi secara elektronik. 



- 6 -

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang 

yang mengatur tentang informasi dan transaksi 

elektronik. 

11. Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang 

dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas 

kertas. 

12. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak 

memungkinkan bagi Mediator hakim melaksanakan 

proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan 

karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain 

yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan 

darurat, atau keadaan lain yang menurut Mediator hakim 

perlu melakukan Mediasi Elektronik. 

BAB II 

PRINSIP PENYELENGGARAAN M~DIASI ELEKTRONIK 

Pasal2 

(1) Mediasi Elektronik diselenggarakan dengan 

memperhatikan prinsip: 

a. sukarela; 

b. rahasia; 

C. efektif; 

d. aman; dan 

e. akses terjangkau. 

(2) Prinsip sukarela mengamanatkan bahwa menempuh 

Mediasi Elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama 

Para Pihak secara sukarela. 

(3) Prinsip rahasia mewajibkan Pa:-a Pihak, Mediator, dan 

pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk 

merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam 
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pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen 

elektronik yang terkait dengan Mediasi Elektronik. 

(4) Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang 

berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. 

(5) Prinsip aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, 

ketersediaan, 

( nonrepudiation) 

keaslian dan kenirsangkalan 

terhadap sumber daya teknologi 

informasi yang mendukung penyelenggaraan Mediasi 

Elektronik. 

(6) Prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin 

kemudahan Para Pihak dalam mendapatkan dan 

menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses 

Jar1ngan internet beserta pembiayaannya 

penyelenggaraan Mediasi Elektronik. 

Pasal 3 

guna 

Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di 

pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan 

proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. 

BAB III 

PELAKSANAAN MEDIAS! ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 

Kesepakatan Para Pihak Melakukan Mediasi Elektronik 

Pasal 4 

(1) Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak 

menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan 

dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

(2) Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan 

mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara 

elektronik. 
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(3) Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara 

manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan 

dihadiri oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya, sebelum 

menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para 

Pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara 

memberikan penjelasan dan meminta persetujuan 

kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik. 

(4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya 

penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan. 

Pasal 5 

( 1) Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para 

Pihak dan/ atau kuasanya memberikan persetujuan. 

(2) Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui 

pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan 

secara manual. 

Pasal 6 

Dalam hal Para Pihak menyetuj"c:i mediasi dilaksanakan 

secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan 

formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani 

oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya. 

Bagian Kedua 

Pencatatan Mediasi Elektronik 

Pasal 7 

(1) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, panitera pengganti mencatatkan perkara 

ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik. 

(2) Para Pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau 

kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru 

untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi 

Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili 

Elektronik. 
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(3) Domisili Elektronik dan media komunikasi Para Pihak 

merupakan kedudukan hukum atau domisili yang sah. 

Bagian Ketiga 

Penunjukan Mediator 

Pasal 8 

(1) Para Pihak memilih Mediator yang tersedia dalam daftar 

Mediator di Pengadilan. 

(2) Dalam ha! Para Pihak telah memilih Mediator atau hakim 

pemeriksa perkara telah menunjuk Mediator, hakim 

pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan 

Mediator dan perintah melak.1kan Mediasi Elektronik 

serta memberitahukannya kepada Mediator melalui 

panitera pengganti. 

(3) Dalam ha! Para Pihak memilih menggunakan Mediator 

nonhakim, Biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada 

Para Pihak dan kesepakatan dengan Mediator. 

(4) Panitera pengganti menyampaikan penetapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mediator 

dengan dilampiri dokumen Para Pihak melalui Sistem 

Informasi Pengadilan. 

Bagian Keempat 

Verifikasi Identitas 

Pasal 9 

(1) Mediator yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) melakukan verifikasi identitas kepada 

Para Pihak melalui sarana elektronik masing-masing. 

(2) Untuk memastikan identitas Para Pihak dan/ atau 

kuasanya sesuai dengan Dokumen Elektronik, Mediator 

dapat bertemu secara tatap muka dengan Para Pihak 

pada kesempatan pertama. 
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Bagian Kelima 

Penentuan Aplikasi Mediasi Elektronik 

Pasal 10 

(1) Mediator mengajukan usulan kepada Para Pihak untuk 

menentukan Aplikasi yang dapat digunakan dalam 

pertemuan dan pengiriman Dokumen Elektronik. 

(2) Dalam penentuan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Para Pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, 

efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta 

pembiayaan Aplikasi yang dipili::i. 

(3) Penentuan Aplikasi oleh Para Pihak dituangkan di dalam 

persetujuan tertulis. 

Bagian Keenam 

Ruang Virtual Penyelenggaraan Mediasi Elektronik 

Pasal 11 

(1) Pertemuan Mediasi Elektronik diselenggarakan di ruang 

virtual yang ada dalam Aplik2.si yang telah disepakati 

oleh Para Pihak. 

(2) Ruang Virtual Mediasi Elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disediakan oleh Mediator. 

(3) Pembiayaan Aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual 

ditanggung oleh Para Pihak. 

Pasal 12 

Ruang Virtual Mediasi Elektronik merupakan tempat mediasi 

yang sah sebagaimana ruang medias~ di pengadilan. 

Pasal 13 

(1) Mediator hakim harus melc.kukan proses Mediasi 

Elektronik dari ruang mediasi di pengadilan. 
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(2) Dalam Keadaan Tertentu, Mediator hakim dapat 

melakukan proses Mediasi di luar ruang mediasi di 

pengadilan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan. 

(3) Mediator non hakim bersertifikat dapat melakukan 

proses Mediasi Elektronik dari ruang mediasi di 

pengadilan atau tempat lain yang disetujui oleh Para 

Pihak. 

(4) Salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi di 

pengadilan untuk melakukan pertemuan Mediasi 

Elektronik dengan pertimbangan keterbatasan akses 

teknologi informasi dan komunikasi sepanjang disetujui 

secara tertulis oleh pihak lainnya. 

(5) Untuk menJamm kelancaran pelaksanaan Mediasi 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 

ruang mediasi di pengadilan dilengkapi dengan perangkat 

pendukung komunikasi audio visual. 

Bagian Ketuj"t:h 

Penyampaian Resume Perkara E-Mediasi 

Pasal 14 

(1) Dalam hal Para Pihak sejak awal berperkara beracara 

secara elektronik, Para Pihak menyampaikan resume 

perkara kepada Mediator secara elektronik melalui 

Sistem Informasi Pengadilan. 

(2) Dalam hal Para Pihak tidak beracara secara elektronik, 

dan memilih Mediasi Elektronik, Para Pihak 

menyampaikan resume perkara kepada Mediator secara 

elektronik. 
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Bagian Kedelapan 

Pertemuan Mediasi Elektronik 

Pasal 15 

Mediator dengan mendasarkan pada kesepakatan Para Pihak 

menjelaskan etika pertemuan Mediasi Elektronik setidaknya 

memuat: 

a. kewajiban Para Pihak dan Mediator untuk mengikuti 

Mediasi Elektronik di dalam n:ang tertutup dan bukan 

tempat umum; 

b. kewajiban Para Pihak untuk menjamin ketenangan dan 

kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. kewajiban Para Pihak wajib menggunakan pakaian yang 

sopan selama pertemuan Mediasi Elektronik; dan 

d. kewajiban Para Pihak untuk meminta izin kepada pihak 

lain dan Mediator jika ingin meninggalkan pertemuan 

dengan menyebutkan alasannya 

Pasal 16 

Mediator menentukan jadwal pertemuan Mediasi Elektronik 

setelah mendengar usulan Para Pihak. 

Pasal 17 

(1) Panggilan pertemuan Mediasi Elektronik kepada Para 

Pihak oleh Mediator dilakukan melalui sarana elektronik 

dengan disertai keterangan alarr:.at Ruang Virtual Mediasi 

Elektronik yang akan digunc.kan untuk melakukan 

pertemuan. 

(2) Panggilan melalui sarana elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan panggilan yang sah 

dan patut. 

(3) Panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat pula tata tertib pertemuan Mediasi Elektronik. 
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Pasal 18 

Pada setiap pertemuan Mediasi Elektronik, Mediator harus 

memastikan kesesuaian data pihak yang hadir dengan 

identitas Para Pihak dan melakukan konfirmasi kepada pihak 

lainnya. 

Pasal 19 

Mediator dan Para Pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap 

hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam 

pertemuan Mediasi Elektronik. 

Pasal 20 

Mediator dan Para Pihak dilarang melakukan pengambilan 

foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama 

pertemuan Mediasi Elektronik. 

Bagian Kesembilan 

Perubahan Sifat Pertemuan dan Kehadiran 

Ahli atau Pihak Lain 

Pasal 21 

(1) Dalam hal salah satu pihak menghendaki tahapan 

tertentu dalam Mediasi Elektronik dilakukan pertemuan 

tatap muka secara langsung, kehendak tersebut hanya 

dimungkinkan atas kesepakatan pihak lainnya. 

(2) Dalam hal Mediator atau salah satu pihak memandang 

perlu, Mediator dapat melakukan kaukus secara 

elektronik. 

Pasal22 

(1) Apabila dalam pertemuan Mediasi perlu menghadirkan 

ahli dan/atau pihak lain yang dianggap dapat membantu 

menyelesaikan sengketa, kehadiran ahli dan/atau pihak 

lain harus berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak. 

(2) Identitas pihak lain dan/atau ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus c.ikirimkan melalui email, 
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surat tercatat atau sarana lainnya kepada Mediator dan 

pihak lainnya. 

Bagian Kesepuluh 

Penyampaian Hasil Mediasi 

Pasal 23 

Mediator menyampaikan pernyataan Mediasi berhasil/tidak 

berhasil kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui 

Sistem Informasi Pengadilan. 

Bagian Kesebelas 

Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian 

Pasal 24 

(1) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai perdamaian 

Mediasi secara Elektronik, penyusunan rancangan 

kesepakatan perdamaian dilakukan oleh Para Pihak 

dengan bantuan Mediator melalui sarana elektronik. 

(2) Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian oleh Para 

Pihak dan Mediator dapat dilakukan secara elektronik 

dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. 

(3) Dalam hal Para Pihak tidak memiliki Tanda Tangan 

Elektronik yang tervalid2.si, penandatanganan 

kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual 

dalam pertemuan tatap muka antara Para Pihak dengan 

Mediator. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal25 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan teta;i berlaku dalam Mediasi 

Elektronik sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan 

Mahkamah Agung ini. 
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Pasal 26 

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diunda::igkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Mei 2022 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

YASON:KA H. LAOLY 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 7 Mei 2022 

KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUB:..,IK INDONESIA, 

TTD 

MUHAMMAD SYARIFUDDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 535 

SALINA.." SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS 
~ Q4N -JRUSAN ADMINISTRASI 

;,_~~ 1tlsl~v1AH AGUNG 
-1 K INDONESIA, 
.. 
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